
 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 519/MENKES/PER/III/2011 

TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN 

TERAPI INTENSIF DI RUMAH SAKIT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di 
rumah sakit merupakan salah satu bagian dari 
pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya 
berkembang dengan cepat;  

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar 
Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah 
Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif 
di Rumah Sakit; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 
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6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF DI RUMAH 
SAKIT. 

 
Pasal 1 

 
Pengaturan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi 
Intensif di Rumah Sakit bertujuan untuk memberi acuan bagi pelaksanaan 
dan pengembangan serta meningkatkan mutu pelayanan anestesiologi dan 
terapi intensif di rumah sakit. 
 

Pasal 2 
 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di 
Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 
ini. 
 

Pasal 3 
 

(1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan ini 
dilaksanakan oleh Menteri, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan 
kabupaten/kota serta organisasi profesi sesuai tugas dan fungsi 
masing-masing. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diarahkan untuk: 
a. meningkatkan mutu dan keselamatan pasien; 
b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan; 
c. meningkatnya sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan 

standar; dan 
d. meningkatnya kinerja pemanfaatan pelayanan, efisiensi 

penggunaan sumber daya. 

 
Pasal 4 

 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Menteri, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan 
kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada 
rumah sakit. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. teguran lisan; 
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b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin. 

 
Pasal 5 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar 
Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit dinyatakan dicabut 
dan tidak berlaku. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Maret 2011 

MENTERI KESEHATAN,  
 

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 2011 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

PATRIALIS AKBAR 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 224 
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